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PERATURAN DAERAHKABUPATENLAMPUNGSELATAN 
NOMOR 05 TAHUN 2009	 

, 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUNANGGARAN 2009
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang a. bahwa dengan adanva perubahan dan pergeseran berbaqal kegiatan 
dengan memperhatikan skala prioritas terkait Kebijakan Umum 
Anggaran tahun 2009, rnaxa dipandang perlu rnelakukan Perubahan 
terhadap Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah ( APBD ) 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009; , 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaqalrnana dimaksud pada huruf a 
.tersebut	 di etas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( PAPBD ) 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun Ar,ggaran 2009. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 
5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tent2ng 
Pernbentukan Daerah Tingkat Il termasuk Kota Praja dalam Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang ( ternbarar 
Negara Repubtlk Indonesia Tahun 1959 Nomar 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19.85 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan ( Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Re~ublik Indonesia Nomor 3312 ) 
sebagaimana telah diubah dengan Und.ang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan atas Undang-tlndang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Burni dan Bangunan ( Lembaran Negara Repub:ik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lernbaran Neqara 
kepubhk Indonesia Nomor 3569 ); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41), Sebagaimana telah diubar, dengan Undang-Undang Nomor 
34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undanq..Undang Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribus: 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Norno. 
246 , Tarnbahan Lembaran ~Jegara Pepublik Indonesia Nomor 40"18 ); 
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4.	 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Inuones.a 
Tahun 1997 Nomor 44, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688 ); 

5.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
( Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1999 N'omor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

6.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

7.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

8.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4389 ); 

9.	 Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Tanqqunqjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 

10.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
f'embangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Neqara Republik Indonesia 
Nomor 4.:421 ); 

11.	 Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); 
Sebagaimana telah diubah beberapa kail terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844 ); 

12.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat ' dan Pemerintahan Duerah 
( Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

13.	 Peraturan Pernerintah Nornor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran 
Negaran Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara r:-epublik Indonesia Nornor 4090 ); 

14.	 Peraturan Pernenr.tah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4138 ); 
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J 5.	 Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tabun 2001 tentang Retribusi Daerah 
( Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2001 Nornor 118 t 

Tambahan Lembaran Negara Republ,k Indonesia Nemer 4139 ); 

16.	 Peraturan Pemerintah Nemer 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan ?impinan dan Anggota DPRD ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 90 , Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4415), Sebagaimana 
telah diubah denoan Peraturan Pemerintah Nemer 37 Tahun 2005 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 
tentang I<edudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD ( l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 94 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4540 ); 

17.	 Peraturan Pemerintah NomoI' 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
I(euangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4502 ); 

18.	 Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 NomoI' 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4503 ); 

19.	 Peraturan Pemer:ntilh Nornor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 135 , 
Tambahan Lembaran Negara Repubuk Indonesia Nornor 4574 ); 

20.	 Peraturan Perner.ntah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nornor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Noma, 
4575 ); 

21.	 Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
NomoI' 138 , Tenbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4575 ; 

22.	 Peraturan Pemerintah Nornor ~7 Tahun 2005 tentang Hibah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4577); 

23.	 Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2005 
NomoI' 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4578 ); 

24.	 Peraturan Pemerintah I~omor 55 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar PEilayanan Minimal ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia NomoI' 4585); 

25.	 Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerar, 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 1, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 ); 
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26. P<:raturan	 Pe'11erintah Nemer 8 Tahun 1.006 tentang Pelapora~ 
Keuangan Klnerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndaneslc Namar 'IE.iA 'r, 

27. Peraturall	 Mellteri Dal<lm Negeri Nornor 13 Tahull 2006 telltallg 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebaqaimana tel<!h diubah 
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentano 
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentanq Pedoman Pellgelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan	 Menteri Dalam Negeri Nomar 30 Tahun 2007 tentanq 
Pedaman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008; 

29. Peraturan	 Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nornor 08 Tahun 2007 
Tentang pakok-pakok Pengelalaar, Keuangan Daerah; 

:10	 Peraturan Daerah Kabupatcn Lampung Selatan Nornor 01 Tahun 2008 
tentano Anggaran Pendapatan dan Belallja Daerah Tahun Anggaran 
2008. 

3].	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampullg Selatoll Nomar 06 Tahun 2008 
tentanq Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja - Perangkat Daerah 
Kabupaten l.arnpuno Selatan. 

Dengari Persetujuan Bersarna 

DEWAN PERWAKIlAN RAKYAT DAER.L\H KABUPATEN lAMPUNG SElATAN 

dan 

BUPATI lAMPUNG SElATAN 

MEMUTUSKAN ; 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH SElATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BElANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009. 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Penoapatan dan tleianja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tah~1l 

Anggaran 2009 dengan nne.an sebagai beriku; : 

1. PelldapatClf' 
a.	 Sernula Rp. 822.992.186.715,00 
b.	 Bertambah 8IL--64. 564. 707 .306,82 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	 Rp.887.556.894.U21,82 

2.·.BelanJo 
a. Semula	 Rp. 772.473.186.680,00 
b.	 Bertarnbah B.Q, 55.258,598.583,66 

Jurnlah Belanja setelah Perubahan	 Rp.827.731.785.263,66 

Surplus/(DefiSin setelah Perubahan Rp. 9.306.108.723,16 
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3. Pemolayaa[l 

a.	 Penerimaan 
1) Semula Rp. 13.125.000.000,00 
2) Berkurang !ill. 12.021.740.863JJ2 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 1.103.259.136,84 

b. Penqe'uaran 
1) Semula Rp. 63.644.000.035,00 
2) 8erl<urang Rp. 2,715.632.140,00 

Jurrrah Pengeluaran setelah Perubanan Rp, 60.928.367.895,00 
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. (59,825.108.758,16) 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 

Pasal 2 

(1)	 Pe"dapatan Daerah sebaqarnana dlm'lksud dalam Paral 1 terdirl dar; 

e.	 PCI~ddpatan AsH Daerah ( PAD) 
1) SemUli1 Rp. 87.649.876, J02,67 
2) Bertamhah RQ. 3.689.5Q.O.OOO,00 

JUniiah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 91.339.376.702,57 

b. Dill'a perimbangan 
1) Sernula Rp. 596.677.010.012,33 
2) Berkurang Rp. (7,938.962.693Jm 

Jumlah dana perimbangan setelah ?erubahan Rp, 588,738,047.319,15 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
1) Semula Rp. 138,665.300.000,00 
2) Bertambah RD. OO.Ol"1.1..'_A ,,"••70,000,00 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah y~ sah seteiah Perubahan Rp. 207.479.470.0CO,OC 

(2) Pencanatan AsH Daerah ( PAD) sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a terdiri dar, 
jenis 

Pendcpatan : 

a.	 Paja'< daerah 
1) Semula Rp. 
2) Bertambah A Q. 

Jumlah pejak daerah setelah Perubahan	 Rp. 8.190,000.000,OC 

b.	 Retribusi daerah 

1) Semula Rp. 10.023.500.000,00 
2) 6ertambah RlL-. 3.017.000.000,OQ 

Jumlah Retribus! setetan Perubahan	 Rp. 13.040.500.000,00 
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C.	 H~Sil pengelolaan kekayaan daefah yang dipl3ahkan 

11 S~mu\a ?-p. ?'.?Al'sIlIl.IlIlIl,1l1l
 
21 Bertarnbah RD. 2,500.00QJlQ
 

Jurnlah has!' penqetolaan kekavaan daerah yang 
dipisahkan setelah Perubahan Rp. 3.345.000.000,00 

, 

d.	 Lain-lain pendapetan asf daerah '(ang soh 

1) Sernula	 P-p. 66.763.876.702,67 
2) Bertarnbah/Berkurano e-r"".p"--. ---

Jumlah lain-lain oendapatan asf daerah yang soh 
Setelah Perubahan Rp. 66.763.876.702,67 

(3)	 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
Pendapatan : 

a. Dana bagi hasil
 
1) Semula Rp. 74.692.170.012,33
 
2) Serk'Jrang RD. (7.938.962.693,18)
 

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	 Rp. 66.753.207.319,15 

b.	 Dana alokasi umum
 
1) Semula Rp. 444.677.840.000,00
 
2) Bertambah/(IJerkurang) . Rp.
 

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 444.677.840.000,00 

c.	 Dona alokasi khusus 
1) Sernula Rp. 77.307.000.000,00
 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 

Jirnlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 77.307.000.000,00 

(4)	 Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
 
terdir: ,Jari jenis pendapatan
 

a.	 P"ndapatan Hibah
 
1) Sernula Rp. 10.200.000.000,00
 
2) Bertambah RD. 20.000.000.000,00
 

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 30.200.000.000,00 

b.	 Dana penvesualan dan otonorn: khusus 
1) Se.nula Rp. 70.000.000.000,00
 
2) Bertambah RD. "0.01"1.1Ar n < A < 70.000,00
 

Jurnlah dana penyesuaian dan otonomi khusus
 
Sete.ah Perubahan
 Rp. 116.814.170.000,00 
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•.. Eantua'l <euanqan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 
1) Sernula Rp 100000.000,00 
2) flertambah '-'R""p.'---- _ 

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 
Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 100.000.000,00 

, 

Pasal3 

(1) Selania oaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari 
a.	 Selanja Tidak Langsung 

1) Sernula Rp. 502.206.268.825,00 
2) Berkurang &2. 6.460.037.584.34 

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp.495.746.231.240,66 

b.	 Belanja Langsung 
1) Sernula Rp. 270,266.917.855,00 
2) Berternbah RD. 61.718.636.168,00 

Jurnlah belanja langsung setelah Perubahan	 Rp.331.985.554.023,00 

(2) B<elan;a tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
B~lanja 

a. Beianja Pegawai sejumlah 
1) Sernula Rp.425.262.930.320,00 
2) Berkurang RD. 1.576.183.844,34 

Jumlah BelallJa Pegawai setelah Perubahan	 Rp.423.686.746.475,66 

b. Be 'anj3 Hibah 
1) Semula Rp. 25.136.985.000,00 
2) Bertambah RD. 7.300.000.000,00 

Jumlan Belanja Hibah setelah Perubahan	 Rp. 32.436.985.000,00 

c.	 Belanja bantuan sosial 
1) Sernuia Rp. 6.141.325.000,00 
2) Bertambah RD. 342.000.00D,00 

Jum'an Se12r1Ja Santuan ~osial setelah Perubahan Rp. 6.483.325.000,00 

d.	 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinst/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa 

1) Sernu'a Rp. 36.662.550.000,00 
2) Berkuranq Ro. 6.030.322.740,00 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provtnsl/Kabupaten/Kota dan Pemerintah 
Desa setelah Perubahan R'l. 30.632.227.260,00 

e. Belarra Tidak Terduga 
1) Semula 
2) Berkurang 

Rp. 
RQ. 

9.002.4703.505,00 
6.495.53 1,000,00 

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 2.506.947.505,00 
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(3)	 f:j~lan)il langsung sebaqairnana dlmaksud pada ayat (1) huruf b ten::,,' dan F~nls 

13~!anJa 

d.	 Belanj2 Pegawai 
t) Sernula Rp. 41.810.582.300,00 
Z) Bertarnbah B.R. 2.065.693.200,00 

Jurnlah Belanja Pegawai setelan Perubahan	 Rp. 43.876.275.500,00 

b. Belanja Barang dan Jasa 
~) Semula Rp. 77.435,611.410,00 
2) Berkurang RD. 1.336.738537.00 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 76.098.872.873,00 

c. BelanjJ ~odal
 

> 
1) Sernula Rp. 151.020.724.145,00
I 
,')	 Bertambah RD. 60.989,681.505,00 

Iumlah Belanja Medal setelan Perubehen	 Rp. 212.010.405.650,00 

Pasal4 

(1) Pe:r.biayaan Daerah sebagaimana cirnaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 

0.	 Penerirnaan Pernbiayaan: 
1) S9rnula Rp. 13.125.000.000,00 
2) £lerkurang RD. C12.021.740.86UQ} 

Jurnlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 1.103.259.136,84 

b. Per,geluaran Pernbiavaan : 
1) Semula Rp, 63.644.000.035,00 
2) Berkuranq RD· 2.715.632.140.00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan " Rp. 60.928.367.895,00 

(2)	 Penenrnaan Pernbiavaan sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tedir! dar. jenis 
Pel11biJyaan 

a.	 SiLPiI Tahun Anggaran sebelumnya : 
1) S,:"nula Rp. 13.000.000.000,00 
2) B~rkurong ~t2.021.740.863.15 

Jum!"h SiLPA Tahur Anggaran sebe.urnnva setelah Pervbahan Rp. 978.259,136,84 

b. Pen!,nrnaan Kembali Pemberian Pinjarnan : 
\ ),emula Rp. 125.0011.000,00 
2) f3ertambah/Berkurang ISQ~. ~ _ 

Jumlaf Penertrnaan Kernbah Pemb~rian Pinjaman 
:ie/elah Perubahan Rp. 125.000,000,00 
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(3)	 P~~geILJil'an scbaocimana dimaksud pada ayat (l) huruf b tediri dan jenis
 

P~mbiay~an :
 

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah : 

1) 5emula	 Rp, 1.000,000,000,00 
2) Bertamba:l((berkurang) &Q. 2,89_6,800,000"00 

Julliah penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp. 3,896.800.000,00 

b. Pembayaran pokok Hutanq : 
1) Semula Rp. 62.644,000.035,00
 
2) Bertambah(berkurang) Rp (5.612.432.140.00)
 

Jurmah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp. 57.031.567,895,00 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun Anggaran 2009 sebaqalmana dimaksud datern Pasal 1, tercantum dalam lampiran 
yang rnerupakan baqian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari: 

1. Larnpiren I	 Ringkasan perubahan APBD; 

2.	 Lampiran 11 Ringkasan perubahan APBD menurut urusan oemerintahan daerah dan 
Organisasi SKPD; 

3.	 Larnpiran III Rincian Perubahiln APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pernbravaan: 

4, Lampiran IV	 Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi SKPD, program dan kegiatan; 

5.	 Larnplrar. V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan daerah; -, 

6. Lampiran VI	 Daftar perubahan jumlah pegawai per-qolonqan dan per-jabatan; 

7.	 Lampiran VII Laporan keuangan ~emerintah daerah yang telah ditetapkan dengan 
peraturan daerah; 

8. Lampiran	 VIII Dattar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belurn 
Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

9 l.ampiran IX	 Dattar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 
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Pasal6 

Penjabaran tentanq Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun Anggaran 2009 yang rnerupakan Landasan Operaslonal Pelaksanaan, al<an diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

'. 

Pasal7 

Peraturan Caerah Ini mulal berlaku paoa tanggal diundangkan. 

. Agar setlap orang mengetahuinya, mernerlntahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan 
pcnempatannya daiam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kallanda 
pada tanggal 24 September 2009 

BUPATI LAMPUNG SElATAN, 

WENDY MELFA 
Diundangkan dl Kalianda 
pada ti1nggal 24 September 2009 

Pit.. SlKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

~ ;"dC~ 
~ 

ACHMAD BASRI MAJID 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUN 2009 NOMOR 05 
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